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mendorong tercapainya pemerataan 

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, 

mengingat adanya ketimpangan yang cukup 

besar antara daerah satu dengan daerah lainnya. 

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga 

mencakup upaya untuk mengoptimalkan 

sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah. Salah satu sumber utama 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak dan 

retribusi daerah. Menurut Marteen dan Robert 

(2001), di antara berbagai sumber PAD, pajak 

daerah dan retribusi daerah diharapkan 

memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, 

meskipun potensi retribusi daerah cukup besar, 

penerimaan dari sektor ini masih seringkali 

berada jauh di bawah penerimaan dari pajak 

daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

hal ini adalah adanya kebocoran atau 

ketidakefektifan dalam sistem pemungutan 

retribusi. Berikut ini adalah data penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang 

pada tahun 2020-2023: 

Tabel 1.1 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Semarang Tahun 2020-2023 

 

Tabel 1.1 mengenai penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang 

terlihat bahwa retribusi daerah Kota Semarang 

masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

penerimaan pajak daerah Kota Semarang. 

Dilansir dari semarangkota.go.id menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Semarang pada tahun 2023 dengan jumlah 2,19 

triliun, hanya mencapai 97% atau kurang 3% dari 

target yang ditentukan. Hal tersebut terjadi 

karena adanya kebocoran dari sistem retribusi 

salah satunya retribusi parkir maka dari itu perlu 

adanya inovasi agar pendapatan dapat 

maksimal. 

Parkir elektronik atau yang lebih dikenal 

sebagai e-parking, adalah salah satu inovasi yang 

sedang berkembang pesat di berbagai kota besar, 

seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, 

dan Surakarta, sebagai upaya untuk 

memperbarui dan meningkatkan sistem 

pengelolaan parkir. Sistem ini memfasilitasi 

pembayaran parkir secara elektronik melalui 

aplikasi atau perangkat elektronik, 

menggantikan metode konvensional yang 

bergantung pada pembayaran tunai atau 

manual. Melalui e-parking, pengguna dapat lebih 

mudah melakukan transaksi tanpa perlu mencari 

mesin pembayaran atau membayar langsung ke 

petugas, sementara pemerintah dapat memantau 

transaksi secara real-time, mengurangi potensi 

kebocoran pendapatan, dan memastikan 

pengumpulan retribusi yang lebih terstruktur. 

Selain itu, e-parking mengurangi potensi 

pungutan liar dan meningkatkan efisiensi serta 

efektivitas pelayanan parkir, yang mendukung 

terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih 

teratur dan mendukung konsep smart city.  

Kota Semarang juga 

mengimplementasikan program parkir 

elektronik (e-parking) untuk meningkatkan 

efesiensi dan pengelolaan parkir di wilahnya. 

Hal ini di atur dalam peraturan Walikota 

Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

menetapkan penerapan e-parking di seluruh area 

parkir Kota Semarang, termasuk di tepi jalan 

umum, mulai tahun 2022. Parkir elektronik (e-

parking) awalnya diterapkan pada empat lokasi 

jalan yaitu Jalan MT Haryono dari simpang 

Pringgading hingga Jalan Sidorejo, Jalan Agus 

Salim dari simpang Pekojan hingga Bubukan, 

Jalan Wahid Hasyim dari Kauman hingga 

Simpang Benteng, dan Jalan Pekojan sampai 

Jalan Inspeksi (Kompas.com, 2022).  
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Gambar 1.1 

Parkir Elektronik (E-parking) Kota Semarang 

 

 
Sumber: Kompas.com 

 

Dapat dilihat pada gambar 1.1 

menunjukkan bahwa beberapa area Kota 

Semarang telah menerapkan sistem parkir 

elektronik. Program e-parking menjadi langkah 

strategis untuk mengelola dan mengatur parkir 

seiring dengan pertumbuhan pesat yang dialami 

kota ini. Kota Semarang mengalami peningkatan 

jumlah penduduk setiap tahunnya yang dimana 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 

2020 jumlah penduduk mencapai 1.653.524 jiwa 

dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 

1.659.975 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini 

menghadirkan keuntungan untuk penambahan 

jumlah kendaraan pribadi seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel 1.2 mengenai jumlah 

kendaraan pribadi di Kota Semarang, maka 

penerapan sistem parkir elektronik menjadi 

sangat penting untuk memastikan pengelolaan 

parkir yang efisien dan teratur. 

Tabel 1.2 

Jumlah Kendaraan Pribadi di Kota Semarang 

Tahun 2020-2021 

 

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata 

perkembangan kendaraan pribadi di Semarang, 

baik sepeda motor maupun mobil penumpang 

sebesar 5,97% selama lima tahun terakhir. 

Walaupun jumlahnya bervariasi setiap 

tahunnya, terdapat peningkatan yang signifikan 

di beberapa tahun tertentu. Secara keseluruhan, 

selama periode ini terjadi peningkatan yang 

signifikan. Jumlah kendaraan pribadi yang terus 

meningkat di Kota Semarang, seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan urbanisasi, 

menyebabkan kepadatan lalu lintas yang 

semakin parah. Hal ini diperburuk dengan 

keterbatasan lahan parkir yang tersedia, yang 

mendorong banyak pengendara untuk 

memarkirkan kendaraannya sembarangan di 

tepi jalan atau area yang tidak diperuntukkan 

sebagai tempat parkir. Kebiasaan parkir liar ini 

mengganggu kelancaran lalu lintas dan 

menghambat keberhasilan program 

pengurangan kemacetan.  

Bertambahnya jumlah kendaraan 

memerlukan tempat parkir, tetapi karena 

terbatasnya tempat parkir banyak sekali juru 

parkir tidak resmi yang menciptakan tempat 

parkir sendiri dan menarik tarif parkir diluar 

kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini 

menyebabkan banyak juru parkir melakukan 

pungutan liar kepada pemilik kendaraan. 

Retribusi parkir adalah pembayaran yang 

dikenakan untuk penggunaan area yang diatur 

oleh Pemerintah Daerah, dan ada kemungkinan 

adanya kerja sama dengan sektor swasta dalam 

pelaksanaannya. Penetapan tarif retribusi parkir 

di Kota Semarang diatur melalui Peraturan 

Walikota Semarang. Peraturan yang mengatur 

mengenai retribusi jasa usaha yang didalamnya 

memuat retribusi parkir adalah Peraturan 

Walikota Semarang No. 9 Tahun 2018 berisi 

retribusi parkir tepi jalan umum yang dikenakan 

sebesar Rp. 2.000 untuk kendaraan motor, Rp. 

3.000 untuk kendaraan mobil, dan Rp. 15.000 

untuk kendaraan roda enam. 

Peraturan Walikota Semarang No. 9 

Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Retribusi 

Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan dasar 

untuk membuat kebijakan. Peningkatan 

pendapatan asli daerah dapat menjamin kualitas 
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pembangunan daerah, sehingga undang-undang 

ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Peraturan tersebut akan memberikan penjelasan 

rinci mengenai tarif yang dibayarkan  kepada 

setiap penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum 

Kota Semarang yang bergantung pada zona 

wilayah baik itu di kawasan pusat kota, kawasan 

penyangga kota ataupun kawasan pinggiran 

kota. Sayangnya, pendapatan dari biaya parkir 

masih kurang atau belum mencapai potensi 

maksimum yang telah ditentukan. Penerimaan 

pendapatan daerah dari pengenaan retribusi 

parkir hampir tidak sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. Berikut dapat dilihat target dan 

reaslisasi parkir di tepi jalan umum Kota 

Semarang sebelum dan sesudah diterapkannya 

sistem e-parking. 

Tabel 1.3 

Target dan Realisasi Parkir di Tepi Jalan 

Umum Kota Semarang Tahun 2018-2022 

 

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada 

tabel 1.3 terlihat bahwa target pendapatan 

retribusi parkir di tepi jalan umum meningkat 

mencapai Rp. 15.000.000.000 pada tahun 2018 

dan 2019 mencapai Rp. 29.261.000.000. 

Sementara pada tahun 2020 dan 2021, target yang 

ingin  dicapai mengalami penurunan yaitu 

sebesar 2.100.769.000, karena target tersebut 

ditetapkan dengan mempertimbangkan keadaan 

perekonomian Kota Semarang yang sedang 

terpuruk dan mewabahnya pandemi Covid-19. 

Realisasi pendapatan retribusi parkir tidak 

memenuhi target hanya di tahun 2018  dan 2019, 

namun pada tahun 2020 dan 2021 melebihi 

target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 

2022 tidak mencapai target yang telah 

ditentukan. Maka dari itu, Dinas Perhubungan 

Kota Semarang perlu mengambil langkah-

langkah strategis untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Berdasarkan SK Nomor 

180/70 Tahun 2023, retribusi parkir di tepi jalan 

umum hanya berhasil mencapai sebesar 64, 94%. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan 

terkait pengelolaan parkir, diantaranya: 

Pertama, masih adanya permasalahan 

parkir liar di Kota Semarang. Juru parkir liar 

telah menggunakan kekuasaannya untuk 

membuat lokasi parkir liar dengan mengatur 

ketentuan-ketentuan tertentu. Juru parkir liar 

didukung oleh pejabat  setempat, sehingga juru 

parkir liar tersebut tidak menyerahkan retribusi 

parkir kepada Pemerintah Kota Semarang sesuai 

dengan aturan (PertamaNews.id, 2023). Parkir liar 

merupakan permasalah utama di Kota Semarang 

yang mengakibatkan retribusi parkir belum 

mencapai potensi maksimal. Walikota Semarang 

mengakui bahwa banyak orang tidak mematuhi 

larangan parkir dan masih banyak yang nekat 

parkir sembarangan. Pemerintah berkomitmen 

untuk memberikan imbauan dan melakukan 

pengawasan agar terhindar dari masalah parkir 

liar. Selain itu, ada usulan untuk melegalkan 

beberapa titik parkir yang sebelumnya dilarang 

sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan 

retribusi parkir Kota Semarang (Rejogja, 2023). 

Kedua, terdapat juru parkir yang menarik 

tarif parkir di luar kebijakan yang telah 

ditentukan. Permasalahan ini menyebabkan 

masyarakat mengeluh tentang tarif parkir yang 

berbeda-beda karena orang yang menggunakan 

layanan parkir harus membayar tarif yang 

mahal tetapi tidak menerima struk atau bukti 

pembayaran saat mereka parkir untuk 

memastikan bahwa mereka tidak kehilangan 

apa-apa. Selain itu, sistem parkir yang tidak jelas 

menyebabkan kebocoran retribusi daerah. 

Seperti yang terjadi di Jalan Agus Salim Kota 

Semarang, bus pariwisata di depan toko Sango 

Keramik ditarik biaya parkir sebesar Rp 50.000 

(Semarangkota.go.id, 2023). 

Ketiga, yaitu kurangnya edukasi kepada 

masyarakat dan juru parkir untuk mendukung 

sistem e-parking. E-parking telah diterapkan di 

berbagai lokasi tertentu yang dimana masih 

terdapatnya juru parkir yang mencuri-curi 

kesempatan menerima tunai dan masih 
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terdapatnya masyarakat membayar tarif pakai 

tunai (Halosemarang.id, 2023).  

Berbagai permasalahan yang terjadi 

terkait e-parking di tepi jalan umum Kota 

Semarang dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) memerlukan strategi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Strategi Dinas 

Perhubungan ditujukan untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah setiap tahunnya dan 

untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait 

program e-parking di tepi jalan umum Kota 

Semarang. Adanya e-parking di tepi jalan umum 

Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan daerah. Pengenalan parkir 

elektronik juga merupakan gebrakan baru bagi 

Kota Semarang. Diharapkan inovasi ini 

membawa transformasi dalam pengelolaan 

parkir yang berbeda dari sebelumnya. Pada 

fenomena tersebut peneliti tertarik untuk 

meneliti “mengapa belum efektifnya alokasi 

retribusi e-parking terhadap PAD belum 

mencapainya target?. Peneliti ingin 

memfokuskan penelitian pada  retribusi e-parking 

di tepi jalan umum Kota Semarang yang mana  

masih banyaknya parkir liar dan juru parkir yang 

nakal serta masih kurangnya edukasi 

masyarakat dan juru parkir terkait e-parking. 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa 

penelitian terdahulu, baik dalam konteks 

efektivitas program maupun retribusi parkir. 

Penelitian Ivana Romasi & Mohammad Ridwan 

(2023) berjudul Efektivitas Penggunaan Sistem 

Parkir Elektronik (E-parking) Dalam  

Mewujudkan Smart City di Kota Medan, 

menemukan bahwa penggunaan sistem parkir 

elektronik (e-parking) belum efektif yang 

disebabkan karena sosialisasi yang tidak merata, 

kurangnya pemahaman program yang 

disebabkan terdapat juru parkir yang sudah 

berumur, juru parkir tidak tertib dengan aturan 

dan kurangnya sarana dalam menunjang 

keberhasilan program serta kurangnya personil 

lapangan untuk mengontrol Kota Medan secara 

menyeluruh. 

Penelitian Pratiwi Novie Zoelanda, 

Endang Larasati, & Herbasuki Nurcahyanto 

(2022) berjudul, Peningkatan Retribusi Parkir 

Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang, 

menunjukkan bahwa upaya peningkatan 

retribusi parkir di Kota Semarang dengan 

memperkuat manajemen lalu lintas belum 

sepenuhnya terlaksana karena masih banyak 

kekurangan. Sejauh ini, pekerjaan telah 

dilakukan untuk memperluas tempat parkir. 

Faktor yang mempengaruhi penerimaan 

retribusi parkir tepi jalan adalah pemahaman 

prinsip-prinsip pengelolaan yang didukung 

dalam penerapan retribusi parkir. Tiga faktor 

lain yakni pengawasan, jumlah pegawai, sarana 

dan prasarana menjadi salah satu penyebab 

pengelola parkir tidak melakukan retribusi 

parkir di sepanjang jalan umum. 

Penelitian Clarissa Calcabilla, Budiman, & 

Letizia Dyastari (2023) berjudul Efektivitas   

Penerapan   Parkir   Elektronik   (E-parking)   

Dalam   Pengelolaan   Parkir   di   Kota   

Samarinda, Hasil penelitian menunjukkan 

penerapan parkir elektronik (e-parking) dalam 

pengelolaan parkir di Kota Samarinda dianggap 

belum efektif. Hal ini disebabkan tidak 

tercapainya target lokasi yang telah ditentukan 

yang disebabkan tidak tercapainya target lokasi 

yang telah ditentukan, tidak tercapainya target 

pendapatan, terdapat juru parkir liar, parkir 

elektronik yang dianggap rumit dan memakan 

waktu lama, kurangnya sosialisasi, kurangnya 

sumber daya manusia, optimalisasi pendapatan 

retribusi parkir pinggir jalan umum yang tidak 

mencapai target. 

Penelitian Hasan Basri & Hajar Ashwad 

(2021) berjudul Pengawasan  dan  Pengelolaan  

Retribusi  Parkir  Oleh  Dinas Perhubungan 

kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, 

menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah 

atas biaya parkir jalan umum kurang efektif. Hal 

ini disebabkan karena adanya permasalahan 

dalam manajemen biaya parkir di pinggir jalan 

umum dan pembocoran biaya yang membuat 

tujuan tidak tercapai. Selain itu, masih ada ruang 

parkir yang enggan bekerja sama dengan pihak 

ketiga. Pemerintah daerah harus mengawasi dan 

mengelola pengelolaan retribusi sehingga 

berkontribusi pada pendapatan daerah. Hal ini 

akan membantu meminimalkan penyimpangan 
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dari tujuan kebijakan yang ditetapkan 

sebelumnya. Jumlah pengawas yang kurang dan 

tidak sebanding dengan titik parkir saat ini 

menyebabkan pengelolaan retribusi parkir masih 

kurang. 

Penelitian Zulkifli Anwar, Zaili Rusli, & 

Febri Yuliani (2023) berjudul Pelayanan Retribusi 

Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai, 

menunjukkan bahwa pelayanan parkir tepi jalan 

umum di Dumai masih buruk. Salah satu 

masalah utama adalah ruang parkir yang tidak 

cukup untuk menampung jumlah kendaraan 

yang terus meningkat setiap tahunnya. Faktor 

lain dari sumber daya manusia Dinas 

Perhubungan yang bertanggung jawab langsung 

atas pengelolaan parkir tidak sebanding dengan 

banyaknya juru parkir. Selain itu, peraturan 

karcis tidak memiliki sistem yang diatur yang 

digunakan. Juru parkir menurunkan kualitas 

parkir karena mengabaikan tanggung jawa 

utamanya. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya, meskipun terdapat 

kesamaan pada beberapa indikator seperti 

ketepatan sasaran program, sosialisasi program, 

pencapaian tujuan program, dan pemantauan 

program. Perbedaan utama terletak pada 

konteks penelitian, yaitu efektivitas program 

parkir elektronik (e-parking) di tepi jalan umum 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kota Semarang. Penelitian ini 

menggunakan teori Subagyo dalam Budiani 

(2007), yang mengukur efektivitas program 

berdasarkan indikator tersebut, dengan mengacu 

pada Peraturan Walikota Semarang No. 70 

Tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi jalan 

umum. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah disesuaikan dengan 

kondisi dan fokus penelitian dalam program e-

parking di tepi jalan umum sesuai dengan uraian 

di latar belakang penelitian, maka rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana efektivitas program e-parking di 

tepi jalan umum dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Semarang? 

2. Apa saja faktor penghambat efektivitas 

program e-parking di tepi jalan umum dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Semarang? 

 

C. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi 

penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota 

Semarang. Penentuan informan dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu memilih informan berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Informan yang dipilih 

merupakan individu yang memiliki 

pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan 

langsung dengan isu atau topik yang sedang 

diteliti, sehingga dapat memberikan data yang 

valid dan mendalam. Dalam hal ini, informan 

yang dipilih meliputi Kepala Bidang Parkir 

Dinas Perhubungan Kota Semarang, Seksi 

Pendataan Bidang Parkir Dinas Perhubungan 

Kota Semarang, Juru Parkir, dan Masyarakat 

pengguna layanan parkir. Kemudian setelah data 

pada penelitian berhasil dikumpulkan, 

selanjutnya peneliti melakukan tahap analisis 

data. Pada penelitian ini analisis data dilakukan 

dengan melibatkan tiga tahapan yaitu redukasi 

data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan 

atau verifikasi. Sementara keabsahan data pada 

penelitian ini diperoleh menggunakan teknik 

triangulasi. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi sumber yang 

diperoleh dari pada informan atau narasumber.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Efektivitas Program Parkir Elektronik (E-

parking) di Tepi Jalan Umum Kota 

Semarang 

Efektivitas sebuah program berperan 

penting dalam menentukan kelangsungan 

program tersebut. Sebuah program yang efektif 

menunjukkan bahwa implementasinya berjalan 



  Nova Idea: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 

Volume 1 No. 3 (2024) 

ISSN Online: 3063-4539 

 

 

 

optimal, mencapai sasaran yang diinginkan, 

koordinasi antar pihak berjalan lancar, 

perencanaan dilakukan dengan matang, dan 

pelayanan yang diberikan tepat waktu. Suatu 

program pelayanan tentu diharapkan mencapai 

keberhasilan dan ke efektivitas tujuannya untuk 

melihat seberapa jauh program itu berjalan 

apakah program itu efektif atau tidak. Dalam 

menilai efektivitas program e-parking di tepi jalan 

umum, peneliti menggunakan teori menurut 

Subagyo dalam Budiani (2007) yang dimana 

terdapat 4 sub fenomena dalam mengukur 

efektivitas program yaitu ketepatan sasaran 

program, sosialisasi program, tujuan program, 

dan pemantauan program.  

1) Ketepatan Sasaran Program 

Sebuah program dianggap berhasil jika 

sasaran program dapat menerima apa yang 

menjadi maksud dan tujuan 

diselenggarakannya program ini. menurut 

Subagyo dalam Budiani (2007) ketepatan 

sasaran program dilihat berdasarkan siapa 

saja yang menjadi peserta program dan 

merasakan dampak dari adanya program 

tersebut. Selaras dengan penelitian dari 

Clarissa Calcabilla et all (2023) menyatakan 

bahwa dalam keberhasilan sasaran dapat 

diukur berdasarkan pencapaian yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan 

program e-parking yang menjadi sasaran 

utama adalah masyarakat, juru parkir, dan 

Dinas Perhubungan. Masyarakat menjadi 

sasaran program karena program ini 

dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, 

keamanan, serta efektivitas dan efisiensi 

layanan perparkiran. Masyarakat akan 

menerima struk/bukti pembayaran dari juru 

parkir sebagai tanda bukti transaksi. 

Pelaksanaan e-parking di tepi jalan umum juga 

ditunjukkan Dinas Perhubungan Kota 

Semarang berperan sebagai pengawas, 

penyelenggara, dan penanggung jawab 

program, serta bertugas untuk mengeluarkan 

surat penugasan resmi dari kepala bidang 

parkir. Maka dari itu juru parkir akan 

mendapatkan surat penugasan resmi dari 

kepala bidang parkir Dinas Perhubungan 

Kota Semarang.  

Dalam fenomena ketepatan sasaran 

program e-parking di tepi jalan umum belum 

sesuai dengan sasaran yang ditentukan 

sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan 

masih terdapat masyarakat yang tidak 

mendapatkan struk/bukti transaksi saat 

melakukan pembayaran. Ketiadaan struk 

atau bukti transaksi pada pembayaran 

manual mengindikasikan bahwa ada 

kekurangan dalam pelaksanaan dan 

pengawasan sistem e-parking. Pengguna yang 

membayar secara elektronik mendapatkan 

bukti langsung melalui e-wallet, tetapi sistem 

manual yang masih diterapkan menyebabkan 

ketidakpastian bagi sebagian masyarakat. 

Tanpa adanya struk sebagai bukti 

pembayaran, beberapa oknum juru parkir 

menarif tarif yang tidak yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini 

menurunkan transparansi dan kepatuhan 

terhadap peraturan parkir. Untuk 

meningkatkan ketepatan sasaran, diperlukan 

upaya yang lebih konsisten dalam 

memastikan bahwa semua transaksi, baik 

elektronik maupun manual, disertai dengan 

bukti yang memadai. Selain itu, penting 

untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi 

tentang manfaat dan penggunaan e-wallet 

untuk parkir elektronik.  

Selain masyarakat, sasaran selanjutnya 

yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang 

yang dimana dalam hal surat penugasan 

untuk juru parkir diterbitkan berdasarkan 

prosedur yang terstruktur sesuai dengan 

PERDA 10 tahun 2023. Prosedur yang 

diterapkan dalam penerbitan surat 

penugasan menunjukkan adanya upaya 

untuk memastikan bahwa juru parkir 

beroperasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Proses yang terstruktur ini 

mendukung transparansi dan akuntabilitas 

dalam administrasi parkir. Namun, 

efektivitas sistem ini juga bergantung pada 

implementasi di lapangan. Dinas 

Perhubungan perlu terus memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas juru parkir 

untuk memastikan bahwa semua juru parkir 

mematuhi ketentuan yang ada dan beroperasi 
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dengan sah. Dalam hal surat penugasan Dinas 

Perhubungan menerapkan prosedur yang 

terstruktur dan sistematis untuk memastikan 

bahwa juru parkir memenuhi standar 

administratif dan operasional yang 

ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan 

upaya untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan parkir, 

sekaligus mengurangi potensi penyimpangan 

atau penyalahgunaan wewenang.  

Kemudian juru parkir juga merupakan 

sasaran dalam program e-parking yang 

dimana dalam hal kepemilikan surat 

penugasan resmi memastikan bahwa juru 

parkir memiliki otoritas yang sah untuk 

menjalankan tugasnya dan mematuhi standar 

yang ditetapkan. Adanya surat ini, Dinas 

Perhubungan dapat melakukan pengawasan 

dan evaluasi yang lebih baik. kenyataannya di 

Kota Semarang masih terdapat juru parkir 

yang hanya asisten dan tidak memiliki surat 

penugasan resmi dari Dinas Perhubungan. 

Oleh karena itu, perlu adanya penegakan 

yang lebih ketat terhadap regulasi yang ada, 

termasuk penyuluhan dan pelatihan bagi juru 

parkir penegakan sanksi bagi mereka yang 

tidak memenuhi persyaratan. 

Dalam Penjelasan di atas belum sejalan 

dengan pendapat Subagyo dalam Budiani 

(2007), ketepatan sasaran menilai sejauh mana 

peserta program sesuai dengan target yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

program e-parking di tepi jalan umum belum 

tepat sasaran diakibatkan kurangnya sikap 

pelaksana kebijakan sehingga membuat 

pelayanan parkir elektronik (e-parking) 

kurang efektif.  

2) Sosialisasi Program  

Sosialisasi Program adalah langkah 

pertama dalam pelaksanaan program yang 

menentukan apakah program akan berhasil 

mencapai tujuannya. Menurut Subagyo 

dalam Budiani (2007), sosialisasi program 

dapat dilihat dari kemampuan pelaksana 

program dan pemahamannya tentang 

bagaimana menyampaikan sosialisasi 

program. Hal ini menunjukkan apakah 

informasi tentang pelaksanaan program telah 

disampaikan dengan baik atau tidak kepada 

masyarakat yang dituju program. Tujuan dari 

program e-parking di tepi jalan umum adalah 

untuk menyebarkan informasi sehingga 

semua orang, termasuk sasaran program, 

mengetahui tentang adanya program e-

parking di tepi jalan umum dan bagaimana 

mereka dapat memanfaatkannya jika mereka 

tidak mengetahuinya. Untuk mencapai 

tujuan ini, program telah menggunakan 

berbagai strategi untuk menyebarkan 

informasi. Sosialisasi dapat terjadi secara 

langsung atau tidak langsung.  

Sosialisasi langsung dilaksanakan sebulan 

sekali dengan menghimpun juru parkir 

perkolasi. Juru parkir mendapatkan pelatihan 

terkait cara penggunaan e-parking dan 

pemahaman mengenai prosedur pelaporan, 

serta pentingnya menjaga keamanan dan 

ketertiban di area parkir. Pelatihan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

juru parkir dapat menggunakan sistem e-

parking dengan efektif dan efisien, serta dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada 

pengguna layanan parkir. Selain itu, mereka 

juga akan mendapatkan informasi terbaru 

tentang kebijakan dan regulasi yang berlaku, 

serta kesempatan untuk bertanya dan 

berdiskusi mengenai masalah atau tantangan 

yang mereka hadapi di lapangan. Sedangkan 

bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung 

dilakukan melalui media sosial dan 

videotron.   

Penjelasan diatas belum sejalan dengan 

pendapat subagyo dalam Budiani (2007) yang 

dimana masih ditemukannya masyarakat 

yang tidak mengetahui adanya program e-

parking di tepi jalan umum menjadi bukti 

bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini 

belum efektif. Masyarakat hanya mengetahui 

parkir elektronik yang ada di mall dan 

tempat-tempat umum lainnya, tetapi tidak 

sepenuhnya memahami atau mengetahui 

tentang penerapan sistem e-parking di tepi 

jalan umum. Penyampaian melalui media 

sosial dan videotron mungkin tidak memadai 

untuk mencakup audiens yang lebih luas, 

terutama di daerah pinggiran yang mungkin 
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belum terjangkau oleh sosialisasi digital. 

Ditambah lagi, pelatihan yang hanya 

dilakukan bulanan dan tidak melibatkan 

semua juru parkir secara langsung dapat 

mengakibatkan perbedaan pemahaman 

antara juru parkir yang terlibat dalam 

sosialisasi dan mereka yang tidak terlibat 

langsung dalam sosialisasi. Hal tersebut 

disebabkan masih kurangnya sumber daya 

manusia pada Dinas Perhubungan Kota 

Semarang dimana dengan keterbatasan 

sumberdaya manusia membuat sosialisasi 

kurang efektif.  

3) Pencapaian Tujuan Program  

Tujuan program adalah mencakup hasil 

serta kegiatan yang dilakukan dalam 

program yang dapat mengukur efektivitas 

dan efisiensi kelompok. Tujuan program 

merupakan faktor penting dalam 

menentukan efektivitas suatu program, yaitu 

apakah tujuan yang direncanakan sesuai atau 

tidak dalam pelaksanaannya. Subagyo dalam 

Budiani (2007) berpendapat bahwa untuk 

mengukur efektivitas program dapat dilihat 

dari sejauh mana kesesuaian antara hasil 

pelaksanaan sebuah program, pencapaian 

tujuan sebuah program berdasarkan hasil 

pelaksanaan suatu program yang telah 

ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan 

program dapat digunakan untuk mengukur 

efektivitasnya.  Sesuai dengan penelitian dari 

Clarissa Calcabilla et all (2023) keberhasilan 

suatu program dapat diukur dari sebuah 

pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya 

untuk mencapai rencana awal atau target 

dilihat dari kualitas suatu program itu 

sendiri. Hal ini mencakup penilaian apakah 

program tersebut telah berjalan secara 

optimal atau belum. Tujuannya memastikan 

kesesuaian antara pelaksanaan program dan 

penerapannya apa yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Tujuan E-parking di tepi jalan 

umum Kota Semarang untuk memberikan 

pedoman dan arahan dalam pelayan parkir di 

tepi jalan umum. Dalam ruang lingkup 

peraturan Walikota meliputi: pelayanan 

parkir sistem pelayanan dan alokasi 

pendapatan retribusi. 

Pelayanan parkir mencakup aktivitas dan 

fasilitas yang mengelola kendaraan, termasuk 

pengaturan ruang parkir, sistem pembayaran, 

dan penegakan aturan. Ada dua sistem 

pelayanan parkir, yaitu elektronik dan 

manual. Dalam tujuan program ini fokus 

pada program parkir elektronik yang 

diterapkan pada tahun 2022 yang berupaya 

untuk meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam pengelolaan parkir. Dinas 

Perhubungan Kota Semarang memulai 

menerapkan sistem elektronik di empat lokasi 

sebagai percobaan, yang bertujuan untuk 

mengevaluasi efektivitas dan penerimaan 

sistem tersebut sebelum memperluas 

penerapannya. Meskipun ada tantangan 

awal, seperti penolakan dari juru parkir 

terhadap perubahan dari pembayaran tunai 

ke sistem elektronik, program ini telah 

berhasil diterapkan di sekitar 74 lokasi di 

seluruh kota. 

Alokasi pendapatan retribusi merupakan 

aspek penting yang terkait dengan bagaimana 

dana dari retribusi digunakan secara efektif 

untuk mendukung operasional dan 

pengembangan layanan. Dalam konteks 

sistem parkir elektronik, juru parkir memiliki 

target harian yang harus disetorkan ke Dinas 

Perhubungan. Namun, berdasarkan temuan 

di lapangan, realisasi pendapatan retribusi 

belum mencapai target yang ditetapkan. 

Meskipun ada peningkatan dibandingkan 

tahun sebelumnya, pendapatan yang 

diperoleh masih jauh dari harapan. Target 

retribusi yang dihitung berdasarkan jumlah 

kendaraan di kota Semarang tidak selalu 

mencerminkan realitas, karena tidak semua 

kendaraan diparkir bersamaan. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara 

target dan realisasi pendapatan yang dicapai. 

Dari hasil pendapatan, juru parkir 

menyetorkan 60% dari hasilnya ke Dinas 

Perhubungan, sementara 40% lainnya 

menjadi pendapatan mereka sendiri. 

Penetapan target yang berbeda-beda untuk 

setiap titik parkir berdasarkan tingkat 

keramaian menunjukkan bahwa penetapan 

target tidak selalu konsisten dengan 
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kemampuan pendapatan yang 

sesungguhnya. Maka dari itu, diperlukan 

penyesuaian dan evaluasi lebih lanjut untuk 

memastikan bahwa sistem e-parking dapat 

memenuhi target retribusi dengan lebih 

akurat dan efektif, serta mendukung 

pengelolaan parkir yang lebih efisien. 

Hal ini sejalan dengan karakteristik 

pelaksanaan program yang baik, 

sebagaimana dijelaskan oleh United Nation 

dalam Zauhar (1993:2), yang menekankan 

pentingnya perumusan tujuan yang jelas. 

Tujuan yang dikatakan baik menandakan 

bahwa program yang akan dilaksanakan dari 

awal hingga akhir akan berjalan dengan 

lancar tanpa adanya kendala yang signifikan. 

Oleh karena itu, pelaksanaan dari program e-

parking di tepi jalan umum ini belum 

dianggap efektif jika mengacu pada teori 

Subagyo dalam Budiani (2007) dimana 

alokasi pendapatan retribusi parkir tidak 

mencapai target. 

4) Pemantauan Program 

Pemantauan program berfungsi 

pengawasan/pengontrolan terhadap sebuah 

program yang bertujuan untuk memperbaiki 

standar pelayanan dan program publik 

terhadap peserta dalam suatu program. 

Sistem Pemantauan dan evaluasi yang efektif 

dapat membantu mengidentifikasi 

kekurangan dan kelemahan program 

tersebut. Subagyo dalam Budiani (2007), 

pemantauan program adalah upaya untuk 

mengukur efektivitas program dapat dilihat 

dari kegiatan yang berlangsung sesudah 

adanya program e-parking di tepi jalan umum. 

Pengawasan sangat penting untuk 

mengidentifikasi kendala atau masalah yang 

mungkin muncul, sehingga dapat 

diminimalisir melalui perbaikan dan 

perencanaan yang lebih matang mendatang 

agar program tersebut lebih efektif. 

Pemantauan program e-parking di tepi 

jalan umum dilaksanakan melalui berbagai 

cara yang meliputi kunjungan rutin ke lokasi 

parkir, pengawasan langsung terhadap juru 

parkir, serta penggunaan teknologi untuk 

memantau sistem secara digital. Kunjungan 

rutin ke lokasi parkir bertujuan untuk 

memeriksa implementasi sistem e-parking di 

tepi jalan umum dan memastikan bahwa juru 

parkir mematuhi prosedur yang telah 

ditetapkan. Pengawasan langsung 

melibatkan interaksi dengan juru parkir dan 

pemeriksaan laporan pendapatan harian, 

serta pengambilan foto untuk dokumentasi. 

Selain itu, penggunaan teknologi seperti 

sistem pelaporan elektronik memungkinkan 

pemantauan secara real-time terhadap data 

transaksi dan penggunaan sistem, membantu 

dalam identifikasi masalah teknis atau 

operasional. Namun masih terdapat 

pemantauan yang dilakukan Dinas 

Perhubungan yang tidak lagi seketat seperti 

sebelumnya. Meskipun sebelumnya daerah 

tersebut sering mendapatkan perhatian, saat 

ini kunjungan dan kontrol Dinas 

Perhubungan tampaknya berkurang 

terutama di lokasi yang kurang ramai. 

Penurunan ini diakibatkan dengan 

menurunnya pendapatan parkir di area 

tersebut disebabkan sepinya kawasan dan 

banyaknya toko yang tutup. Selain itu, 

terdapat juru parkir yang berperan sebagai 

asiten yang dimana dalam pemantauan 

mereka lebih dipantau oleh bosnya bukan 

dari Dinas Perhubungan. 

Selanjutnya, pemantauan juga perlu 

adanya evaluasi untuk mendukung 

keberlanjutan program tersebut. Dalam 

program e-parking, Dinas Perhubungan 

melakukan evaluasi terkait target yang belum 

tercapai dimana Dinas Perhubungan akan 

turun langsung ke lapangan untuk 

memeriksa penyebab ketidak tercapainya 

target tersebut. Namun kenyataanya evaluasi 

tersebut tidak efektif dikarenakan kurangnya 

pemantauan secara keseluruhan. Oleh karena 

itu pemantauan program e-parking yang 

dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan 

teori dari Subagyo dalam Budiani (2007) yang 

menyatakan bahwa efektivitas suatu program 

dapat diukur melalui dilihat indikator 

pemantauan program. Sebuah program 

dinyatakan efektif jika organisasi terus 

menjalankan pengawasan dan monitoring 
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terhadap implementasi program guna 

menjamin pencapaian tujuan. 

Ketidakefektifan pemantauan program 

disebabkan karena kurangnya koordinasi 

antara Dinas Perhubungan dengan tim 

pengawas lapangan dan juru parkir yang 

belum terjalan dengan baik.  

 

B. Faktor Penghambat Efektivitas Program 

Parkir Elektronik (E-parking) di Tepi Jalan 

Umum Kota Semarang 

Dalam efektivitas program e-parking dalam 

meningkatkan PAD Kota Semarang ditemukan 

faktor Penghambat yang mempengaruhi 

program e-parking. Peneliti menganalisis faktor 

penghambat efektivitas program e-parking dalam 

meningkatkan PAD Kota Semarang dengan 

mengacu pada pendapat Edward III dan G. 

Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang 

terdiri dari: 

1) Sikap Pelaksana (Disposisi) 

Pelaksanaan suatu kebijakan dapat 

berjalan dengan jika pelaksana atau 

implementor memiliki dedikasi yang tinggi, 

sehingga mampu menghadapi tantangan dan 

mengatasi hambatan yang mungkin muncul 

selama proses implementasi. Edwards III 

dalam Subarsono (2005), fokus utama studi 

implementasi adalah cara organisasi 

bertindak dan berperilaku. Efektivitas 

kebijakan sangat bergantung pada bagaimana 

petugas lapangan dan pelaksana kebijakan 

mematuhi dan melaksanakan aturan yang 

ada. Jika pelaksana tidak konsisten dengan 

prosedur, maka implementasi kebijakan 

dapat terganggu dan tidak mencapai hasil 

yang diharapkan. 

Terkait dengan sikap pelaksana dimana 

masih terdapat juru parkir yang beroperasi 

tanpa surat penugasan resmi yang disediakan 

oleh Dinas Perhubungan. Mereka sering kali 

menarik tarif yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dan tidak memberikan struk/bukti 

transaksi kepada pengguna layanan. 

Ketidakadaan struk/bukti menimbulkan 

resiko bagi masyarakat dimana mereka tidak 

memiliki bukti pembayaran yang sah untuk 

menunjukkan bahwa mereka telah membayar 

retribusi sesuai dengan kebijakan yang 

berlaku. Situasi ini menyebabkan munculnya 

praktik liar dimana oknum tertentu 

memanfaatkan situasi dengan menarik tarif 

yang tidak sesuai atau bahkan melakukan 

pungutan liar di lokasi yang tidak seharusnya 

untuk lahan parkir. Kegiatan pungutan parkir 

yang tidak memenuhi syarat dalam proses 

pemungutan retribusi parkir, seperti 

dijelaskan Brata dalam Mohammad Sabilillah 

(2017), mencerminkan ketidakmampuan 

pemerintah dalam mengelola sumber 

pendapatan dengan efektif. Hal ini 

mengakibatkan hasil yang tidak optimal 

terhadap pertumbuhan PAD dan 

menyebabkan kebocoran dana anggaran.  

Setelah memahami penjelasan diatas 

terkait sikap pelaksana kebijakan dalam 

mendukung program e-parking Kota 

Semarang, program ini masih belum berjalan 

dengan baik. Masih terdapat juru parkir tidak 

memiliki surat penugasan resmi yang 

disediakan oleh Dinas Perhubungan sehingga 

mengakibatkan kebocoran pada retribusi 

parkir yang diakibatkan adanya juru parkir 

liar.  

2) Sumberdaya  

Pelaksana kebijakan mengharapkan 

dukungan dari sumber daya manusia dan 

sumberdaya non manusia untuk 

memperlancarkan pelaksanaan program. 

Menurut Edward III, jika pelaksana 

kekurangan sumber daya yang dibutuhkan 

untuk menjalankan kebijakan, implementasi 

kebijakan tidak akan berhasil meskipun 

perintah untuk melaksanakannya diberikan 

dengan akurat, jelas, dan konsisten. Sumber 

daya manusia adalah komponen penting 

dalam prses implementasi karena merekalah 

yang melaksanakan kebijakan yang telah 

diterapkan, walaupun peraturan sudah jelas 

dan tidak berubah, jika implementor 

kebijakan kurang memiliki sumberdaya yang 

efektif maka implementasi kebijakan tidak 

berjalan dengan efektif. Salah satu faktor 

penyebab kebijakan tidak berhasil adalah 

jumlah pegawai yang kurang atau tidak 

mempunyai keterampilan dalam bidangnya. 
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Program e-parking di tepi jalan umum Kota 

Semarang masih keterbatasan sumberdaya 

dimana saat ini hanya memiliki 13 personil 

per regu yang bertanggung jawab untuk 

mengelola seluruh area Kota Semarang. 

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan tidak 

sebanding dengan jumlah petugas parkir 

yang ada dimana terdapat  914 yang terdaftar 

dalam sistem, yang mencakup 509 juru parkir 

umum manual dan 405 juru parkir elektronik. 

Kekurangan tenaga kerja ini berdampak pada 

terbatasnya cakupan sosialisasi mengenai e-

parking, terutama di daerah pinggiran yang 

kurang mendapatkan perhatian. Meskipun 

sosialisasi dilaksanakan secara rutin dengan 

melibatkan berbagai pihak seperti Polrestabes 

Semarang, Kepolisian, Satpol PP, dan bagian 

hukum Pemerintah Kota Semarang, informasi 

tentang e-parking belum sepenuhnya merata. 

Keterbatasan pada jumlah pegawai Dinas 

Perhubungan membuat pengawasan dan 

sosialisasi tidak bisa dilakukan setiap waktu 

maupun secara keseluruhan mengingat 

kurangnya pegawai maka perlu ditingkatkan 

lagi dari sisi jumlah pegawai di bidang parkir. 

Setelah memahami penjelasan dari 

temuan lapangan terkait sumberdaya dalam 

mendukung program e-parking di tepi jalan 

umum Kota Semarang, terlihat bahwa masih 

keterbatasan sumber daya manusia yang 

dapat mempengaruhi kelancaran suatu 

program. Dinas perhubungan keterbatasan 

tenaga kerja dalam bidang parkir yang 

dimana hanya 13 personil per regu untuk 

mengelola seluruh area Kota Semarang. 

Keterbatasan tenaga kerja membuat 

sosialisasi yang dilakukan masih kurang 

sehingga terdapat masyarakat yang tidak 

tahu ada program e-parking di tepi jalan 

umum terutama di daerah pinggiran.  

3) Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan mempunyai peran 

penting dalam penerapan kebijakan dari 

program. G. Shabbir Cheema dan Dennis A. 

Rondinelli mengungkapkan bahwa berhasil 

atau tidaknya suatu program kebijakan dapat 

dilihat dari bagaimana pengaruh faktor 

lingkungan. Dalam artian tidak mungkin 

melaksanakan suatu program kebijakan tidak 

mencari tahu dan melihat bagaimana kondisi 

lingkungan tersebut. Dalam program e-

parking di tepi jalan umum minat masyarakat 

dalam menggunakan e-parking masih rendah. 

Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia 

ingin serba praktis dan cepat serta tidak mau 

ribet dalam segala hal. Meskipun juru parkir 

telah menyampaikan informasi bahwa lokasi 

ini diwajibkan untuk menggunakan sistem 

elektronik, masyarakat tetap tidak mau dan 

tidak adanya tekanan dari juru parkir untuk 

mematuhi aturan tersebut sehingga 

masyarakat tetap membayar secara manual. 

Kondisi tersebut menyebabkan kebocoran 

pendapatan retribusi parkir yang sulit diatasi. 

Ketika masyarakat tetap memilih transaksi 

secara manual banyak oknum yang 

memanfaatkan kesempatan ini dengan 

menarik tarif diluar ketentuan yang ada serta 

terdapat juru parkir yang sebagai bos tidak 

menyetorkan hasil pendapatannya ke Dinas 

Perhubungan. Hal ini tidak hanya merugikan 

pendapatan daerah tetapi juga mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

parkir yang seharusnya transparan dan 

terkelola dengan baik. Maka dari itu perlu 

adanya tindakan tegas untuk menegakkan 

aturan dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat terkait pentingnya berpartisipasi 

dalam sistem elektronik untuk menunjang 

keberhasilan suatu program. Sesuai dengan 

pendapat Anggia Delta Utama (2023), 

tanggapan masyarakat terhadap program 

akan dilaksanakan merupakan bagian dari 

kelompok sasaran dalam kebijakan tersebut. 

Opini masyarakat sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan kebijakan atau 

program.  

Setelah memahami penjelasan dari 

temuan dilapangan terkait respon 

masyarakat dalam mendukung program e-

parking Kota Semarang, secara efektif dengan 

baik dimana program ini dibuat untuk 

memberikan kemudahan pada masyarakat, 

namun kenyataannya banyak orang yang 

tidak mau menggunakan e-parking dan masih 

banyak orang yang tidak mengetahui 
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program tersebut. Bentuk dukungan 

masyarakat dapat dilihat dari perilaku 

masyarakat yang tergerak untuk 

menggunakan sistem parkir elektronik.  

4) Komunikasi 

Komunikasi menjadi faktor yang penting 

bagi keberhasilan suatu kebijakan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III 

bahwa perintah pelaksanaan harus konsisten 

apabila pelaksanaan kebijakan ingin berhasil, 

Dalam program e-parking, Dinas 

Perhubungan belum konsisten dalam 

pemantauan program yang mana masih 

terdapat lokasi yang tidak mendapatkan 

pemantauan dari Dinas Perhubungan. Lokasi 

yang tidak mendapatkan pemantauan sering 

terjadi miscommunication antara petugas 

lapangan dan juru parkir dimana terdapat 

juru parkir yang mengeluh dengan adanya 

tiba-tiba kenaikan pada targetnya. 

Ketidakjelasan informasi mengenai target dan 

kebijakan tersebut seringkali mengakibatkan 

kebingungan pada juru parkir yang dapat 

menghambat kinerja di lokasi. 

 

KESIMPULAN 

Program e-parking di tepi jalan umum 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota 

Semarang No 70 Tahun 2021 dengan tujuan 

untuk mengelola parkir secara efisien dan 

transparan. Namun kenyataannya program e-

parking di tepi jalan umum belum efektif dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Semarang karena masih ditemukan 

beberapa permasalahan. Hal tersebut perlu 

diatasi mengingat potensi retribusi parkir yang 

cukup besar dalam kontribusinya terhadap 

peningkatan PAD Kota Semarang. Retribusi 

parkir Kota Semarang pada tahun 2023 hanya 

mencapai Rp 2.213.850.020 atau hanya 66,42% 

dari target yang ditentukan sehingga 

menyebabkan program e-parking di tepi jalan 

umum tidak maksimal dalam meningkatkan 

PAD. PAD KOTA Semarang Pada tahun 2023 

tidak mencapai target yang ditentukan, dimana 

pada tahun 2022 PAD Kota Semarang mencapai 

100,94%, dalam artian PAD Kota Semarang pada 

tahun 2022 melebihi target yang ditentukan 

sedangkan pada tahun 2023 PAD Kota Semarang 

hanya mencapai 97% atau kurang 3% dari target 

yang ditentukan, dalam artian ada penurunan 

realisasi PAD Kota Semarang. Kondisi tersebut 

terjadi karena adanya kebocoran pada PAD Kota 

Semarang, yang dibuktikan dengan empat 

fenomena efektivitas program yaitu sebagai 

berikut: 

Ketepatan Sasaran Program e-parking di 

tepi jalan umum Kota Semarang belum 

sepenuhnya mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Meskipun program e-parking 

dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, 

keamanan, dan efisiensi pelayanan parkir, 

terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, 

seperti ketidakpastian dalam penerimaan struk 

bukti transaksi dan kepatuhan terhadap sistem e-

parking. Ketiadaan struk untuk pembayaran 

manual menurunkan transparansi dan 

kepatuhan, sementara juru parkir yang tidak 

mematuhi prosedur mempengaruhi efektivitas 

program.  

Sosialisasi Program e-parking di tepi jalan 

umum Kota Semarang belum efektif yang mana 

masih terdapat kekurangan dalam 

menyebarluaskan informasi tentang program 

kepada masyarakat secara menyeluruh. Banyak 

masyarakat yang belum mengetahui program e-

parking dan dalam pelatihan tidak semua juru 

parkir terlibat, yang mengakibatkan kesenjangan 

pemahaman tentang program tersebut.  

Pencapaian Tujuan Program e-parking di 

tepi jalan umum Kota Semarang mencakup 

peningkatan pelayanan parkir dan alokasi 

pendapatan retribusi, telah ditetapkan dengan 

jelas sesuai dengan Perwal No 70 Tahun 2021. 

Akan tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya 

mencapai target yang diharapkan. Realisasi 

pendapatan retribusi masih jauh dari target yang 

telah ditetapkan, dan terdapat kesenjangan 

antara sasaran yang direncanakan dengan hasil 

yang dicapai. Meskipun program ini telah 

diterapkan di berbagai lokasi dan menunjukkan 

kemajuan, pencapaian yang ada masih belum 

optimal. Maka dari itu, perlu dilakukan 

penyesuaian dan evaluasi lebih lanjut untuk 

memastikan bahwa tujuan program dapat 

tercapai secara lebih efektif dan efisien. 
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Pemantauan Program e-parking di tepi 

jalan umum masih belum efektif karena 

pemantauan tidak merata, dengan beberapa 

daerah yang tidak mendapatkan perhatian dari 

Dinas Perhubungan, terutama di lokasi-lokasi 

yang kurang ramai. Hal ini disebabkan oleh 

menurunnya pendapatan parkir di area tersebut 

akibat sepinya kawasan dan banyaknya toko 

yang tutup, sehingga menyebabkan lokasi-lokasi 

tersebut tidak terpantau dengan baik. Akibatnya, 

daerah yang tidak terpantau sering 

mengeluhkan kenaikan target secara tiba-tiba 

dan kurangnya informasi yang diterima oleh 

juru parkir. 

Faktor Penghambat Efektivitas Program E-

parking Kota Semarang teridiri dari: pertama, 

sikap pelaksana yang kurang memadai yang 

dimana masih terdapat juru parkir yang 

beroperasi beroperasi tanpa surat penugasan 

resmi dari Dinas Perhubungan. Mereka sering 

kali menarik tarif yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dan tidak memberikan struk/bukti 

transaksi kepada pengguna layanan. Kedua, 

kurangnya sumber daya manusia dimana saat ini 

hanya memiliki 13 personil per regu yang 

bertanggung jawab untuk mengelola seluruh 

area Kota Semarang. Jumlah pegawai Dinas 

Perhubungan saat ini tidak sebanding dengan 

jumlah petugas parkir yang dimana jumlah juru 

parkir yang terdaftar dalam sistem mencapai 914 

orang, terdiri dari 509 juru parkir umum manual 

dan 405 juru parkir elektronik. Ketiga, rendahnya 

partisipasi masyarakat dimana masyarakat lebih 

memilih transaksi manual dibanding elektronik 

karena masyarakat ingin serba praktis dan cepat 

serta tidak mau ribet dalam segala hal. Meskipun 

juru parkir telah menyampaikan informasi 

bahwa lokasi ini diwajibkan untuk 

menggunakan sistem elektronik, masyarakat 

tetap tidak mau dan tidak adanya tekanan dari 

juru parkir untuk mematuhi aturan tersebut 

sehingga masyarakat tetap membayar secara 

manual. Kondisi tersebut menyebabkan 

terjadinya kebocoran pada retribusi parkir yang 

sulit diatasi. Dan keempat, kurangnya koordinasi 

antara Dinas Perhubungan dengan tim 

pengawas lapangan dan juru parkir yang mana 

masih terdapat lokasi yang tidak mendapatkan 

pemantauan dari Dinas Perhubungan. Lokasi 

yang tidak mendapatkan pemantauan sering 

terjadi miscommunication antara petugas 

lapangan dan juru parkir dimana terdapat juru 

parkir yang mengeluh dengan adanya tiba-tiba 

kenaikan pada targetnya. 

 

SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan 

penulis kepada Dinas Perhubungan agar 

Program E-parking di Tepi Jalan Umum dapat 

lebih efektif dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Semarang adalah 

sebagai berikut:  

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada 

fenomena sikap pelaksana, diperlukan 

pengawasan yang lebih ketat terhadap juru 

parkir, terutama yang berkaitan dengan 

kepemilikan surat penugasan resmi serta 

kewajiban memberikan struk atau bukti 

pembayaran kepada pengguna layanan.  

2. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada 

fenomena sumberdaya, perlu dilakukan 

rekrutmen pegawai tambahan untuk 

mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam 

pengawasan sistem e-parking di seluruh Kota 

Semarang.  

3. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada 

fenomena kondisi lingkungan, perlu 

mendorong masyarakat untuk beralih ke 

sistem pembayaran elektronik dengan 

menerapkan kebijakan yang mewajibkan 

masyarakat menggunakan sistem elektronik. 

Misalnya, Dinas Perhubungan dapat 

menetapkan kebijakan bahwa hanya 

kendaraan yang membayar parkir secara 

elektronik yang diizinkan untuk parkir di 

area tersebut.  

4. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada 

fenomena komunikasi, perlu meningkatkan 

komunikasi yang lebih efektif agar semua 

pihak yang terlibat memiliki pemahaman 

yang jelas tentang kebijakan dan prosedur 

yang berlaku. Hal ini dapat dicapai melalui 

penyampaian informasi yang transparan dan 

konsisten serta melibatkan semua juru parkir 

dalam sosialisasi agar semua juru parkir 

dapat memberikan keluhannya terhadap 
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target yang ditentukan. Selain itu Dinas 

Perhubungan harus menyediakan forum atau 

grup diskusi untuk menyampaikan pendapat 

dan sasaran secara langsung.  
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